BAB IlI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan

uraian pembahasan diatas dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1.

Penerapan ketentuan pencemaran nama baik melalui media elektronik
dalam tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di
Pengadilan masih berorientasi kepada proses pemidanaan pelaku tindak
pidana. Penerapan ketentuan Undang-Undang ITE sampai saat ini masih
mengacu kepada pola retributive justice yang tujuannya menentukan siapa
yang disalahkan dan pidana apa yang akan dijatuhkan sehingga cenderung
tidak mempertimbangkan hak-hak dari pelaku maupun korban tindak
pidana.

Ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE masih belum
memberikan kepastian hukum karena terdapat ketidaksesuaian dengan
ketentuan KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan
pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik maupun
pencemaran nama baik melalui media elektronik pada dasarnya dapat
dirumuskan kedalam rancangan KUHP dengan menambahkan ketentuan
pencemaran nama baik melalui media elektronik kedalam Bab XIX tentang

Tindak Pidana Penghinaan pada Pasal 537 rancangan KUHP.
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B. Saran
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Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, penulis mengusulkan alternatif yang

dapat dilakukan sebagai berikut :

1.

2.

Terkait dengan penerapan ketentuan pencemaran nama baik dalam Undang-
Undang ITE, alternatif yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah
memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal terjadi
dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dengan merujuk pada putusan
terdahulu dengan mengedepankan prinsip-prinsip restorative justice
sehingga penyelesaian perkara pencemaran nama baik tidak selalu berakhir

pada pemidanaan pelaku tindak pidana.

Terkait dengan gagasan mengenai ketentuan pencemaran nama baik yang
baru. Alternatif yang dapat dilakukan bagi pembentuk Undang-Undang
adalah dengan menambahkan rumusan pencemaran nama baik yang
dilakukan menggunakan sarana elektronik ke dalam Pasal 537 rancangan
KUHP tentang pencemaran nama baik. Penambahan ketentuan Pasal 537
bertujuan untuk menjangkau tindak pidana pencemaran nama baik maupun

pencemaran nama baik melalui media elektronik.
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